
PERANCIKA.T PAERAH 
· >ptM~KARSA 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5494); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

ten tang 
RepUblik 

Lembaran 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat; 

b. bahwa dalam rangka penyesuaian kebijakan dan 
perkembangan kondisi saat ini, dipandang perlu untuk 
melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan 
Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 
2019 telah ditetapkan Perjalanan Dinas Atas Behan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat; 

Menimbang 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG 
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

TENTANG 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR Z•}0'TAHUN 2022 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 



PERATURAN 

12. 

11. 

10 . 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 
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1. Daerah adalah Daerah 
2. 

Pemerintah Daerah 
asas otonomi dan 
luasnya dalam sistem .. 
sebagaimana dirnaksud 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah 
Pemerintahan Daerah' 
yang menjadi 

4. Dewan 
lembaga 
penyelenggara 

5. 
6. 
7. Sekretariat 
8. 
9. 

10. 

11. Badan 

12. 

13. 

14. Aparatur Sipil 
pegawai negeri 
bekerja pada instansi 

1. 

Beberapa Ketentuan 
Perjalanan Dinas atas Beban 
Kalimantan Barat (Berita Daerah 
diubah sebagai berikut : 

Dalam Peraturan Gubernur 



24c. 

24b. 

24a. 

22. 
23. 
24. 

21. 

20. 

19. 

18. 

16. 

15. 

.· r .. . r > 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yrulg selanjutnya di~el~t ii~Llf 1llJ,(~: 
adalah pegawai negeri sipil danpegawftipem.erintl:lhcle.r1gftpJJ~rj~11Jifll}J{efjl:l . > 
yang diangkat oleh pejabatpembina kepega\Va.ia11dar1 clis~i;a.hfJl.ig~§.clal.#tm i< 
suatu jabatan pemerintahan .• atau diserahi.tugasJ1egaJ:i;t la.i11l'lyfl cli;th d.i~aJ.i \ 
berdasarkan peraturanperundang~undangan .. ·.··••·······. ··.•.•i ··· .. · < i . \ · < / • 
Pegawai Negeri Sipil yang ·selanjutnya disingkat PNS aciftlah \V¥ga h~gata. < 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat .seb::tgai I'egt:1.\.V~i l\.:3J\f . 
secara tetap oleh pej abat pembina kepegawaian u.ntukrrtendudliki jabatal'l 

E~;;;t;;ri?;:; z~;:;;~t~ii;~;r;;~;~i: lil~~i~~:/~ii 
~:!::i::::~na Anggarln adalah pejabat Yangi di~~g(iJdsf \ if ili~ 
:~::~::: ;:~!~:~:!t:::::=:s:?i~~ati~t~ill~J) 
diangkat untuk jangka ·.·•waktu· ·.· tertentu <guria rnela.}{:sa.1}.ftl{ari tµgEts 
pemerintahan clan pembangunan ·.·yang.·.Bersira.ti•.•tekr1is 2P~ra.~ip11§tl <1~11/ 
adrninistrasi sesuai dehgftn·· '. ·.kebutuha11··.iSatuan••. Kerjait.eJ:§.11~1{9/ [?~ef§ll-i.\ 
yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipildaerali. . ·.··. . . .. 

::;~::~~::::~a:itt~:~~1!f t lJtf tt!li~ttttJf 111\ 
tempat tujuan, melaksanakan ... tugas, dan······}.{e1111Ja1i ke ttinp~t gy~1.1si1..1~~p. 

:?iiirf ~~:z1:;!ktt~~AaJ~tt!![f~1ii~Jil!~li\1!~iilf!:~ 
airport tax), bis dan taksi. ·{dari··· Provinsi l{e. I(i;tbl.lpt:1.t9.117~otN) .p.i§l.ya. < 
penginapan, dan biaya rapid test atau swab anti,gE?n/P§f< ~esµ~f qfa.yii!'iil) ., (at cost). · · · · ·.· .. · .. · · · · .·· · ·.· · · .· · ·. ·· ·.· 

Dihapus. 
Dihapus. 

17. 



KARO l'EAANG!U'l' OAl!.AAH 
HUKUM PEMAAkMtiiA 

1. belanja perjalanan dinas biasa; 

2. belanja perjalanan dinas tetap; .· 

3. belanja perjalanan dinas dalamkota; 

a. 

Pasal 4 
(1) Perjalanan Dinas sebagairnana dimaksud 

menjadi: 

2. Ketentuan ayat (1) huruf a dan hurufb, ayat 
diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkari 1 
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

25. 

26. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya -4~•444,..,.··~-~ 
dari atasan yang ditujukan kepada 
melaksanakan perjalanan dinas sesuai 

27. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ""'""'""-"4·• 
surat perintah kepada Gubernur /Wakil 
DPRD, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai 
perjalanan dinas. 

d. 

dilaksanakan oleh penyelenggara di dalam 
perjalanan dinasnya ditanggung oleh peserta. 

24d. Perjalanan Dinas Meeting Luar Kotaadalah 
rapat, seminar, dan sejenisnya yang 
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya 
dilaksanakan di luar kota peserta dengan biaya 
ditanggung oleh peserta. 

24e. Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri adalah perjalanan 
dilaksanakan di luar negeri. 

24f. Biaya paket meeting terdiri dari 4 (empat) paket, 
a. paket Fullboard mencakup akomodasi 1 

kali, rehat kopi, dart kudapan 2 
fasilitasnya untuk pertemuan yang ,..H,~4,..,44150 .... 6 

dan menginap; 
b. paket Fullday mencakup makan 1 

2 (dua) kali, ruang pertemuan dan 
diselenggarakan minimal 8 (delapan) 

c. 1 



.-·i 

ASlSTEN I . PERANOKAT l'IAERAll 
PIUi!RAKARBA 

JU.RO 
HUI-UM 

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas selain dimaksud p~da;.ayat (~) ·, 
dan ayat (4) dilaksanakan sesuai penugasan dengan' menipernatil,{a:h 
prinsip-prinsip sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3: .·.· , Y/ C 

:~~::~::..": p:;::ank~!:ri:u:u·~~:;tr:c&:if Ji;@~iJPffl~lr 
keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. ·· · · · ·· · .·· .... · .. · · · -.': ·. 

Akumulasi jumlah penugasan perjalanan ·.•·.c1ina.s'·.······seb~g~tn~r1Ji(c1iii1~~~~ct/ 
pada ayat (3) dan ayat (4) paling tinggi 10 (sepuluh) hari/c]}tl~j{.(~'iitµ)J 
bulan per orang. 

Pelaksanaan perjalanan dina.s dalam rangka mengikut! fa.pit; ~¢$iri@-Yd.~i{,i;/:i)\'. 
kegiatan sejenis lainnya dibatasi sesuai tmdangan.: 
Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka kaji t:era.p <iibitkl~i~hlip.g:}§:fr{~C: 
5 (lima) hari. 

mengikuti pendidikan dan pelatihan. 1. 

penugasan untuk mengikuti pertdidikau·· setara biptbrria/}Kl}sd)Jiv ... ·<· r 
dan 

h. 

mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusl:l!l;'tri.$.j~lls;ji~i-igti.ji,? r 
kesehatan pegawai negeri; ·· · · ·· 

g. 

f. 

e. 
d. 

c. 

. . :·. ~· .. · 

mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; < b. 

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka: (2) 

Perjalanan Dinas Luar Negeri, berupa belanja ~erJ~l~1~an.dh~as.biasa/.· 
luar negeri. 

belanja perjalanan dinas paket meeting Iuar kota, < .· 
belanja perjalanan dinas paket meeting dalrirnkot~; d~{ . 4. 

5. 

a. 

, , , , , , , '''""'"'"'"'"""'"""""""""'"""""'!"llllrlrl"''-''-''.1'.''M.,m.ww~M(W.'MM.'.<UUU~l,,(!tr(t!l/lf«JW,\!!i.'.f'~':C"~'~!!·tl~\!J///(/J.·,~11t·~t\t.;·\·;i._:t:!~t:~!1?.~)'>,m,~-1.•;1 .-.--.•,:,;.,: ... ,~·.,i.'~~'' 

.·.····:·,.:.· .. , 
·. [n 

t 

:::,::::;i: ~:::::)~jian jabatan; · . (I 
menghadap majelis penguji . kesehatah pegawai .)i~geri .a~c1fap ·•··.•.·.••••·.·.••••···•·••.•·•·· .• •·.• .• ·i.1;.(.:;::.,·.; .• : .•. • .. :.: .•.. •.;·,.·.:·;·.:·.·.·.:·._;··.·.'· menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang di.tu#]tik, µl-it~k i ; 
mendapatkan surat keterangari .dokter···tentang.•kesJh~tc:1.11.riya)gUfia i//i • 
kepentingan jabatan; 

b. 

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3a) 

(3) 



mu~o 
HU!Wl\i 

a. uang makan; 
b. uang transport lokal; dan 
c. uang saku. 

(2a) Dalam hal perjalanan dinas tetap, hanya dapat' 
lokal. 

(2b) Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka 
mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan 
kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau 
diberikan uang harian diklat yang .diatur 
Gubernur ini. 

(2c) Vang harian sebagaimana .. dimaksud pada 
sesuai dengan jenis paket meeting yang diatur 
Gubernur ini. 

(2d) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Kota .yang ~u...._ ..,.._.. .. u .. 

(delapan) jam maupun yang dilaksanakan sarnpai 
hanya diberikan komponen uang harian. 

(la) 

.. .- ,·. 

g. biaya rapid test a tau swab antigen/PCR. .· -: ·.·· 
Dalam hal Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota dan Perjalahafr\I)ihas i. 
Meeting Luar Kota, komponen perjalanan dinas meliputi: · .. · . · . . 
a. biaya transport peserta, panitia/ moderator, clan/atau 11a.ra.s1lrnbef .; ·.·· 

baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; · · · ·· 
b. biaya paket meeting 
c. uang saku peserta, panitiaj'moderator, 

yang berasal dari dalamkota maupun 
d. uang harian dan/ataU: biaya penginapan 

dan/ a tau narasumber yang mengalami 
(2) Vang ha.rian sebagaimana dimaksud pada ayatLl] 

Pasal5 
(1) Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: 

a. uang harian; 
b. biaya transport; 
c. biaya penginapan; 

d. uang representasi perjalanan dinas; 
e. sewa kendaraan dalam Kota Pejabat Negara dan Pirripinah 
f. biaya menjemput/mengantar jenazah; danj'atau 

. . .-.·-_:·._-.-·--:.-.· :'·.·. : 

3. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (3) Pasal 5 dihapus dan ditambahkan 2(iua) 
huruf yakni huruf c dan huruf d dan ayat (8) diubah, diantaraayat(l) cta.h ayat 
(2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la), diantara ayat (2} dariayat(3fdisisipka11 
4 (empat) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), clan ayat{2d), dia.ritaraaya.t (3) 
clan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sertadianta.raaya.t (10) qar{ 
ayat (11) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (lOa) dan ayat (lOb), sehirigga PasaL5 
berbunyi sebagai berikut: 



j "' '---+---~·------ 

RARO 
HUl{UM 

ASISTEN I 

(7) 

a. di hotel; atau 

b. di tern pat menginap lainnya. . . . . . . . . . << -.>. ': i · 
Dalam hal Pelaksana S.PT tidak menggunak:ari.· .. 1Ji~ya ·f·pengiriaka11i \·: 
sebagaimana dimaksud pada .ayat (6), berlaku ketentuan seba.ga.iberikµt:· 
a. pelaksana SPT diberikan biaya ·penginapafr sebesaf.3bo/o• (ti~El i311Ifah i . 

persen) dari standar tarif hotel di Kota Tempat Tujuan; dari ·.· · · •· -', ·. · ·· · 
b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada. hurufJ.cli~a.yElr~a.lir·· .. ··.····· 

secara lumpsum. ·. · .·. · · · .· .. ·· · .. ·. 

(8) Uang representasi sebagaimana dimaksud ·pada· •. ·ayat.{.l) ...•.. huruf/ic:lilJerika.ri····\.i /·.·.···••t·.i \····t} 
kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, .Pimpinan/Ang$ota PPR!), Pejal:)ft i i . :: 
Eselon I, clan Pejabat Eselon ·II sesuai ··hari .: pelaksanaan.J=>erja.lana.n.JpJ11gs>.>/ ....•. ii 
clan hanya diberikan dalam pelaksanaan Petjalanan Dinas i~i.a~?. :Ll1ar i···. · .... 
Daerah clan Perjalanan Dinas Dalam ·Kota1ebih dari 8 Jdefapih)jafu.i) > .. 

(9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud .. pada .ayat(l) hiir§r ~~iiclfffi /••.···•· 
termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar.minyak, clan.pajak · .. · .. · .. 

{6) 

. : . . 

Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil .tiket, maka 
Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan clan Anggota DPR6, Jstri/Suami . .··· :x 
Pejabat Negara, Pegawai ASN, Calon Pegawai ASN dan PegawaiTidak'I'ftap. < .·. !t 
yang bersangkutan dapat .• mengajukan .pe11gganti.a11.kelqlfa.nga.11 .. tt.f~~1:>14t • iti 
kepada Pengguna Anggaran /Kua ta ··Pengguria·.·Anggatah 111ilgl11f~yfac:l§i.hctf~ < i i { 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu· .. pada.) SKPD/t..rfiitj~erji:1_).•>>···· •. ··• 
sepanjang anggaran perjalanan dinas yang •.terca.nturri .Pada I)okurrieh .· 
Pelaksanaan Anggaran kegiatan yang bersangkutan masihtersedia.·••• .... · 
Biaya penginapan sebagaimana dimaksud padaayat ( l) J11.1rufc111er11pa.~cti'l \ .... 
biaya yang diperlukan untuk menginap: · · · · · · · · · · · 

(5) 

(4) 

(3a) 

Bia ya transport sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) .huruf b ter~it-i;rf1~:+< 
a. dihapus. 
b. dihapus. 
c. biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat .tujuan 

keberangkatan dan kepulangan di wilayah SKPD berkeduduka.11; 
termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/banclara/pelabuha.rt 
keberangkatan; dan/atau 

d. biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai kabupatenj'kota 
tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya; 

Dalam hal Perjalanan Dinas Biasa dalam daerah yang mengguria.kati 
kendaraan dinas/pribadi, maka biaya transport dipergunaka.n u11h1k 
pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai standaL biaya clan ha.riya 
diberikan sesuai jumlah unit kendaraan dinas/pribadi yaiig digunakari: . · 
Dalam hal harga tiket pesawat biaya transport sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) di bawah harga. yang tercantum dalam standar biaya yang 
ditetapkan, maka Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan A.r1ggota 
DPRD, Istri/Suami Pejabat Negara, Pegawai ASN, Calon Pegaia.i A.SN clan 
Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetofkan .ke111bali 
kele bihan biaya tiket yang diterima kepada Pengguna Anggaran/J{l.lasa 
Pengguna Anggaran melalui Bendahara . Pengeluarari/l3endahara 
Pengeluaran Pembantu pada SKPD /Unit Kerja yang bersa11gkuta.ii./ · · · .. 

(3) 



d. 
c. 

a. uang harian 
tertinggi; 

b. biaya transport 
Fasilitas 

(3) 

r. 
(2) Penyetaraan tingkat 

ayat (1) untuk 
untuk 
pendidikan / 

e. 
d. 
c. 
b. 

( 1) Biaya Perjalanan Dinas 
digolongkan ~~.~u. 

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 ~~~·~~~~ 
7 berbunyi sebagai berikut: 

a. 

( 10) Biaya menjemput/ 
huruf f meliputi biaya bagi 
angkutan jenazah. 

( 1 Oa) Biaya ·· rapid test atau . 
( 1) huruf e diberikanjika 
syarat kepergian clan 
Biasa. 

(lOb) Dalam hal pelaksanaan 
perjalanan dinas luar 
untuk narasumber yang 
panitia penyelenggara. 

( 11) Komponen biaya 
tercantum dalam 
terpisahkan dari 



SERDA ASISTEN I 

2. 

;~t;;:n dt:t!J:t:~~~tl~i;t~t 111tti~f~\?lf i0J[! :.J 
Sekretaris Daerah, Dalam hal Sekretaris Daetcth ~erha.lEtngl:t1}{ ·.•· • ', ..: ... · . 
maka SPT ditandatangani oleh pejabat yarigibery;eria.rig. i 

SKPD /UPT. Dalarn hal Kepala SKPD/lJf>T P~f~a.lfl11ga.ri, tnak£> r: . 

SPT ditandatangani oleh Pejabat yang berwenahg .. '. .. . . . .. 

1. 

SPT perjalanan dinasuntuk EselonT.ditahdata.riga.t1iofeh<J1.1l1gi·k~f. i 
SPT perjalanan dinas untuk .sehiruh.·····AS.N,·.·.caJori····i~~~~f~f/.~§~,··~hk .• ti/·.····· 
Pegawai Tidak Tetap yang berkedudukari: .. di ib11kota Pro'1"irisI . i 
Kalimantan Barat dan ibukota Kabupaten Kubu Raya dita.ricl&t:a.ngahi i .. 
oleh Sekretaris Daerah. · · · .· · ·· · · · · · · · 

Dalam hal Gubernur.berh·a1angan·,.···niaka·.··S•PT.•seb~gai111~11a.·.·.1i~~lt§i·~·i··.ii 
huruf a ditandatangani oleh Wakil Guberriui'. · .· ·.·.·. ·.···· · .. ·. ·· · · .. · · · · · · 

Dalam hal Sekretaris Daerah ·berhalangan.,••••makai•:sfYf• •. •••seb~g~i111~11·~···i•.• .. •··••·• 
dimaksud huruf b ditandatangani oleh·.Pejabatpelak:sana..Hari~ (BiriJ 

~:~:t;~:~::a:s:~~:~::e:;;:a~:!&i!?el{~~;S~;dg~i~~ji, f 
pada SKPD /UPT yang berkedudukan>dii•luar Ibµkot~ I?1~t>y1-11$.i ii 
Kalimantan Barat ·. . dan ibukota .· . Kabupateri Kubu l~ay~, .. / 
penandatangan SPT diatur sebagai berikut: .· ·· · ... · ·· 

Pasal 13 

e. 

d. 

c. 

b. 
a. 

h. 

g. 

f. 

·······<······· -. .: > i .•.•. · .. ···y 
,1-h i' . A,·.-~._,. .< -_ """"W· ... ,., ,,., .. ,,::-..,,,_ , .. ·w .. · .. • ., .. .., .. ' ... :. fh c ... .V•"." .:>c. ::·.,:· .... ·;,.•x,, .. ,~,--, , • , >-·~ .. ,,,,~f,.,, __ , '· • '. .:,,..r·· "{>,'W>.', M.,,:.H, .. L.; '7"' ·''· · ...... ,, ' (, :',;,,,._._ v,\ \)h~"'", S,,.;.u .• ., .,-,.,,.~,,.t,~,m~~:u:'!,Wl.'l!-~~~'(-~J~l,)'7-')':;,-1~.-·~:,:<i,;:1,_r,i,~:.~.,,.;~ym:-*;;~,y~;;;?;',$'1\".~~w-·r~j;!~~-));::(.f;,'.~~:.i',~:;:'((,'\":<~;::,~.~···Jff~~~,-ww;wt(1'?>1.l.~-w~~,'),n~~Jt~:;;gr~Y-~!7,l~'1·;.\~Wr};W(r.~~~:1,<~~1,;,:~;,~;-j/:.::-., 

·. :.· . -.·· .. ··. ·.·- .. 

( 1) Perjalanan dinas dilakukan .berdasarkan SPT yang· dibu~t.se~µa.i ci~ng~11 i •• 
format sebagaimana tercantum dalam lampiranV clan §P]?py-arig~ibµa.t >·• 
sesuai dengan format sebagaimana tercantum cta1a1n 1ampi1·a.11 w .#~rig> i> 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Guberfru.r ir1L . .. . . . . 

(2) Penandatanganan SPT diatur sebagai berikut: 

biaya pemetian jenazah termasuk yang beihtibung~n i~~j> 
pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan .sesua! deriga.ii Bia.ya. .... 
Riil; .: .".'.' .': .... · ..... · · ···. >· ... 

biaya angkutan jenazah termasuk. yang berhtibutjgan deriga11..• <•··. 
pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkafr···sesuaiidehga.11 Biflya·.·.•··.·.· 

Riil; dan . .. . .. . .' .·· . ·· .... · .. ·.·· .. ·. · ..•. < · .. ··.· /• 
biaya rapid test atau swab antigen/PCR dibayarka11 sesuai /4e11ga.11 ·. 
biaya riil. · . · .. 

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi :Sebal;hlhel'ikittci ( :! 



KARO 
HUKUM 

Pasal23 

::~:~:a~e:t~1Js ~:;:~:p;~~~~!a~~~:~~:~~[:Jl~s;R~Trt~i{i!~!iltNlit\J})i\ 
bukti-bukti pertanggungjawaban biaya Perjalanan Diriai1k,epa'da :Pf\Z~BA2/ ··. , ..... 

•" . ' _-.- . ,•' .,:.·_: ·.:· . :,·:--:"'.--·.··.: ... : ::'- ..... :-···:' .. /·;::·.:..-·. 

~;t6,im~~:, d~~rgf~:~P~R:pi~t~~it~i:iJ!~1\llf Jit!; 
ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Ketua'qg~l)'./ 

d. 

c. 

b. 

SPPD perjalanan . dinas Gubernur dart··.· .: \Vak~L 
ditandatangani oleh Gubernur. Dalam ·· hal Gub~fh11f b~flik'I~ij.~ki.ti,_/ · ·· ··· ···· ..•. · .. JV ;;: s;:r~al::d:r:::u~:::::::il i:::hriU:;tandatangriili .··... .. ; ; r 
i~~~~f i~t,~~~~~if ~Jf Filll!l"lftc;;iMlyi 

a. 

h. 

g. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan opt:imalisasf pendc:1.pata.11. .. · ... ·. 
pajak daerah, maka: penandatanganan SPT perjala,ria.fr'.ciin$.s<ic1~1£1n ·· 
daerah bagi Pegawai ASN, Calon Pegawai ASN, d.a.hPegawru'I'idak .. 
Tetap pada UPT yang bersangkutan ditandataj-iga.ifrOiehI<ep*la. yfy .. ··· .. • 
Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka <SPT ditahdatatigarii oleh" 
Pejabat yang mewakili Kepala UPT. · · · ·· · · · ·· ··· · 

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani olehKe{ui{ 
DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka SPT clit:a.rida.t:a.rig~rii< 
oleh Pejabat yang mewakili Ketua DPRD. · · .· · .· · · 

Khusus Satuan Polisi Pamong Praja, dalam .rangka rneriiligka.tl<:1:th . 
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan tnhsy~~kii,i··./>> 
maka penandatanganan Surat Togas . (ST) perjalanafi d.irtas .t:aap 
kurang dari 8 (delapan) jam dan/atau perjalanan cliriasdala:rnkota 
yang dilaksanakan . lebih dari 8 . (delapan) .Jani rria.uptj.11 yiijg 
dilaksanakan sampai dengan s (delapan) Jam· ba.gi :p~gawai{A.SN; 
Calon Pegawai ASN, clan Pegawai Tidak Tetap di 1illgku#gah $~ttj.~n. 
Polisi Pamong Praja ditandatangani oleh Kepala Sah:ictn Pq!Jsi P,~i$0Hg . 
Praja. Dalam hal Kepala Satuan Palisi Pamong Praja·.berhalifr1gafi)\ 
maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang berweriru-if 

Penandatanganan SPPD diatur sebagai berikut : 

f. 

( 1) 

6. 

(5) 

(4) 

(3) 



BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

f..GUBERNUR 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Barat. 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal ·:;~ · l 
SEK ETARIS DAERAH 
PR )NSI KALIMANTAN BARAT, 

r 

\tNi, 

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas 
melampirkan dokumen berupa: 
a. SPT yang sudah ditandatan.gani; 
b. SPPD yang sudah ditandatangani dan disahkan · oleh · -. pejabaf di 

tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang 
menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas; 

c. tiket pesawat, boarding pass, dan bukti pembayaran moda 
transportasi lainnya; 

d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan · bagian i tidak. 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; 

.· . .. .. 

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan da1arn K?ta. 
berupa kuitansi atau bukti pembayaran Iainnya yang dikelu~rkan .·· .· 
oleh badah usaha yang bergerak di bidang . .jasa penye\Vaa.n 
kendaraan; 

f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; clan 
g. bukti pembayaran rapid test atau swab antigen/PCR. 

(3) Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas •· sebag~irr1i11a 
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelahPerjalanan. 
Dinas dilaksanakan. · ·· · · 

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada .ayat (3) 
dilaksanakan maka PA/KPA dapat mempertimbangkan urituk. 
membayarkan biaya Perjalanan Dinas berikutnya. . · 



KARO 
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'1 3) 

6. 

5. 
4. 

3. 

2. 

Keterangan: 
1. ,/ 1) : Uang Representasi hanya diberikan kepada Pejabat 

dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan II. . ... 
Biaya Rapid test atau swab antigen/PCR diberikan · 
diperlukan sebagai syarat kepergian dan 
dinas. 
Uang Harian diberikan berupa uang transportlokal 
selama mengikuti kegiatan. 
Biaya Penginapan dapat diberikan 1 (satu) ha.ri pada saat 
pada saat kepulangan. 

Sewa kendaraan dalam kota hanya dapat 
DPRD. 

,/4 3) 

Keterangan Dokter karena 
mendapat cedera pada 
waktu / karena melakukan 
tu as. 

h. Perjalanan Dinas untuk 
memperoleh pengobatan di 
Iuar tempat kedudukan 
berdasarkan Surat 

g. Perjalanan Dinas untuk 
menjemput/ mengantarkan 
ke tempat pemakaman 
jenazah pejabat negara/ 
pegawai negeri yang 
meninggal dunia dari tempat 
kedudukan yang terakhir ke 
kota tempat pemakaman. 

f. Perjalanan Dinas untuk 
menjemput/ mengan tarkan 
ke tempat pemakaman 
jenazah pejabat negara/ 
pegawai negeri yang 
meninggal dunia dalam 
melakukan erialanan dinas 

e. Perjalanan Dinas untuk 
mengikuti pendidikan dan 

elatihan 

Tujuan Perjalanan Dinas Uang Biaya 
Harian Penginapan 

a. Perjalanan Dinas dalam 
rangka pelaksanaan tu gas 
dan fungsi yang melekat 
langsung pada jabatan. 

b. Perjalanan Dinas dalam 
rangka konsultasi dan 
koordinasi 

c. Perjalanan Dinas untuk 
menempuh ujian dinas/ 
ujian jabatan yang diadakan 
di luar tempat kedudukan. 

d. Perjalanan Dinas dalam 3) 
rangka mengikuti pendidikan 
din as di luar tempat 
kedudukan 

A. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA 

LAMPIRAN I 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NO MOR TAHUN 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN 
BELANJA DAERAH PROVINS! KALIMANTANBARAT 



KARO 
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h. Perjalanan Dinas 
untuk memperoleh 
pengobatan di luar 
tempat kedudukan 
berdasarkan Surat 
Keterangan Dokter 
karena mend a pat 
cedera pad a 
waktu/ karena 
melakukan tu as. 

g. Perjalanan Dinas 
untuk menjemput/ 
rnengantarkan ke 
ternpat pernakaman 
jenazah pejabat 
negara/ pegawai 
negeri yang 
meninggal dunia dari 
tempat kedudukan 
yang terakhir ke kota 
tempat pemakarnan. 

f. Perjalanan Dinas 
untuk 
menjempu t/ mengan t 
arkan ke tempat 
pemakaman jenazah 
pejabat negara/ 
pegawai negeri yang 
meninggal dunia 
dalam melakukan 

erialanan dinas 

Uang Uang 
Uang Trans Saku 

Makan port 
Lokal 

e. Perjalanan Dinas 
untuk mengikuti 
pendidikan clan 

elatihan 

d. Perjalanan Dinas 
dalarn rangka 
mengikuti pendidikan 
dinas di luar tempat 
kedudukan 

c. Perjalanan Dinas 
untuk menempuh 
ujian dinas/ ujian 
jabatan yang 
diadakan di luar 
tempat kedudukan. 

Dang Harian 

koordinasi 

Biaya 
Penginap­ 

an 

Dinas 
rangka 

dan 

b. Perjalanan 
dalam 
konsultasi 

a. Perjalanan Dinas 
dalam rangka 
pelaksanaan tugas 
dan fungsi yang 
melekat langsung 
pada jabatan. 

Tujuan Perjalanan Dinas 

B. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP 



orang. 

3. 

y 2) 2. 
Uang Representasi hanya diberikan kepada Pejabat 
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan IL .· 
Uang Harian diberikan berupa uang transport lokal 
standar biaya selama mengikuti kegiatan. 

Jenis Perjalanan Dinas pada huruf g dan huruf h: uang 
pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling 

Keterangan: 
1. y 1) 

2) 

h. Perjalanan Dinas untuk 
memperoleh pengobatan 
berdasarkan surat keterangan 
dokter karena mendapat cedera 
pada waktu / karena melakukan 
tugas. 

g. Perjalanan Dinas untuk 
menjemput/mengantarkan ke 
tempat pemakaman jenazah 
pejabat Negara/pegawai nege-ri 
yang meninggal dunia dari 
Tempat Kedudukan yang terakhir 
ke kota tempat pemakaman. 

f. Perjalanan Dinas untuk 
menjemput/ mengantarkan ke 
tern pat pemakaman jenazah 
pejabat negara/ pegawai negeri 
yang meninggal dunia dalam 
melakukan perjalanan dinas. 

e. Dinas 
pendidikan 

Perjalanan 
mengikuti 
pelatihan. 

untuk 
dan 

1) 

d. Perjalanan Dinas dalam rangka 2) 
mengikuti pendidikan dinas di 
luar tempat kedudukan 

Din as untuk 
ujian dinas/ujian 

c. Perjalanan 
menempuh 
jabatan. 

1) b. Perjalanan Dinas dalam rangka 
konsultasi dan koordinasi 

1) a. Perjalanan Dinas dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan fungsi 
yang melekat pada jabatan 

Uang 
Reperesentasi 

Bia ya 
Transport 

Bia ya 
Penginapan 

Bia ya 
Pernetian dan 
Angktifan·· 
Jeriazah 

Uang 
Harian Tujuan Perjalanan Dinas 

C. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 



FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPT DAN KELUARGA 

NO PEJABAT NEGARA TINGKAT BIAYA 
PERJALANAN 

DIN AS PESA WAT KAPAL 
UDARA LAUT 

1 2 3 4 5 
1. Pejabat Negara, A Bisnis VIP/ 

Pimpinan DPRD dan Kelasl A 
Pejabat Eselon I 

2. Pejabat Eselon II, B Ekonomi Kelas I B 
Anggota DPRD dan 
Staf Ahli. 

3. Pejabat Eselon III dan c Ekonomi KelasII A 
IV, PNS Gal.IV, III, II 
dan I 

LAMPIRAN II 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR TAHUN 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNURNOMOR7.TAHlJN2019 
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARANiPENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT 



6. 

5. 

3. '>/ 3) 

2. '12) 

Keterangan: 
1. '11) Uang Harian diberikan 

pada saat kepulangan 
Biaya transport 
seminar, dan 
tanpa menyertakanbukti ......... ,.....,. 
Bia ya rapid test ataii · 
yang berasal dari Iuar 

Biaya Paket Meeting 
dalam Standar Biaya. 
Uang Transport Pegawai 
disertai dengan surat tugas, dan' 

3. Narasumber 

2. Panitia/ 
Moderator 

Perjalanan 
Dinas Meeting 

Luar Kota 

1. Peserta 

3. Narasumber 

2. Panitia/ 
Moderator 

Perjalanan 
Dinas Meeting 
Dalam Kota 

1. Peserta 

JENIS PERJALANAN DINAS 

LAMPIRAN III 
PERATURAN GUBERNUR 
NOMOR TAHUN 
TENTANG PERUBAHAN ATAS 
TENTANG PERJALANAN DINAS 
BELANJA DAERAH PROVINS! 



Dikeluarkan di 
Pada """"Nrta 

1. Pejabat berwenang yang 
memberikan tugas 

2. Nama Pegawai yang ditugaskan 1) 
2) 
3) 

3. a. Pangkat dan Golongan 1) 
menurut PP No. 6 Tahun 
1997 2) 

3) 

b. Jabatan 1) 
2) 
3) 

4. Untuk Togas 

5. a. Lamariya Penugasan a. 
b. Tanggal Berangkat b. 
c. Tanggal Harus Kembali c. 

SURAT PERINTAH TUGAS 
Nomor : 

KOPSURAT 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR TAHUN ·. ·•· .. · ·· · .. · .. > i 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR7 TAHlJN2b19/'. 
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDA.PATAN .. DAN'i 
BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARA T 



a. 
b. 

Tanggal Lahir 

Coret yang tidak perlu 

9. Pembebanan anggaran 
a. Inst ans i 
b. Mata Anggaran 

10 Keterangan lain 

8. Pengikut : Nam a 
1. 
2. 

a. 
b. 

Lamanya perjalanan 
7. a. dinas 

b. Tanggal berangkat 
c. Tanggal harus kembali / tiba di 

tern at baru * 

b. 
a. 6. a. Tempat berangkat 

b. Tern at tuiuan 

5. 

b. 
4. Maksud Perialanan Dinas 

a. 

c. 

2. Nama /NIP Pegawai yang diperintahkan 

3. a. Pangkat dan Golongan 
menurut PP No. 6 Tahun 1997 

b. Jabatan Instansi 

1. 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
Nomor: 

KOPSURAT 

LAMPIRAN V 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR TAHON .. . 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNURN01v1()I<.?'J'A.lfU:N 2()1~ 
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATANDAN ·· 
BELANJA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT 



( · .. i : ', ·" 

VIII. PERHATIAN: 
Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD; pegawai yang melakukan ....... , ...... "' .. ~~­ 
mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung 
Keuangan Negara / Daerah, apabila negara / daerah menderita rugi 
kealpaannya 

VII. Catatan Lain-lain 

( ) 
NIP 

( ;~;.;: i .. 
NIP 

Berangkat dari ; 
Ke 
Pada Tanggal 

Kepala 

( ) 
NIP 

IV. Tiba di 
Pada Tanggal : 
Kepala 

( ',; ) 
NIP 

Berangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 

· Kepala 

( ) 
NIP 

III. Tiba di 
Pada Tanggal : 
Kepala 

( : ·.) .. 
NIP 

Berangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 

Kepala 

( ) 
NIP 

II. Tiba di 
Pada Tanggal 
Kepala 

( ) 
NIP 

I. Berarigkat dari 
(Tern pat kedudukan) 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 



Yang Membuat Pernyataan 
• •••••••••••••••••••••• , t-.,. 

Sehubungan dengan pembatalan terse but, pelaksanaan perjalanan dinas .tidak 
oleh pejabat/pegawai negeri lain. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya dan apabila u.u,.<:01u 
surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan h,,,,.,,,;,i; 
dengan ketentuan 24las yang berlaku, 

Unit Organisasi 
SKPD 

Jabatan 

: ;.i(6) 
: (7) 
: (8) 
: (9). 
: (10)• 

Nama 
NIP 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama: 

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS • 
NOMOR . 

KOPSURAT 

LAMPIRAN VI 
PERA TURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARA T 
NO MOR TAHUN 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOI<>.?JAFilJN ~QJ9 
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : , (1). 
NIP : ,(2) 
Jabatan : (3) 
Unit Organisasi : ;(4) 
SKPD : (5) 



[1] Diisi nama Pejabat yang menandatangani SP'I'. 
[2] Diisi NIP Pejabat yang menandatangani SPT. 
[3) Diisi jabatan Pejabat yang menandatangani SPT. . . 
[4] Diisi nama Unit Organisasi Pejabat yang menandatangani Sf>T. 
[5] Diisi nama SKPD Pejabat yang menandatangani SPT. · 
[6] Diisi nama Pelaksana SPT. 
[7] Diisi NIP Pelaksana SPT. 
[8) Diisi jabatan Pelaksana SPT. 
[9] Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPT. 
[10] Diisi nama SKPD dari Pelaksa11a SPT. 
[ 11] Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas. 
[12] Diisi tempat, tanggal, bulan, dantahun 
{13] Diisi tanda tangan dan namajelas Pejabat yangr 

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT .. .· .... < .: 

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANANDINAS 



Unit Organisasi 
SKPD 

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan PembatalanTugas 
............. tanggal . 

Berkenaan dengan pembatalan terse but, : biaya transport 
penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban 
(sebagian/ seluruhnya] sebesar Rp ( 12) .. , 
SKPD (13). 

Demikian surat pernyataan ini dibuat uc;11i,;a.a 

surat pernyataan 'ini tidak benar dan mernm 
penuh dan bersedia menyetorkan 

Jabatan 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa · Perjalanan Dinas 
......... tanggal.. dan SPT Nomor tanggal.. atasnama: 

Nam a 
NIP 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama 
NIP 
Jabatan 
Unit Organisasi 
SKPD 

KOPSURAT 

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN 
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS 

LAMPIRAN VII 
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[1] Diisi nama PA/KPA satuan kerja yang dibebani 
[2] Diisi NIP PA/KPA satuan kerja yang dibebani 
[3] Diisi jabatan PA/KPA satuan kerja yang 

dinasnya. . 
[4] Diisi nama Organisasi kerja yang dibebani 
[5] Diisi nama SKPD yang dibebani biaya 

[6] Diisi nama Pelaksana SPT. 
[7] Diisi NIP Pelaksana SPT. 
(8] Diisi jabatan Pelaksana SPT. 
[9] Diisi nama satuan Organisasi yang dibebani 
[10] Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalarian ...... UL~U,LL 

[ 11] Diisi transport yang digunakan. 
[12] Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport 

dapat dikembalikan /refund sebagianj seluruhriya. 
[13] Diisi DPA SKPD yang dibebani' biaya perjalanan .., ... 
[ 14] Diisi dengan tempat dan tanggal 
[ 15] Diisi tanda tangan dan nama jelas 

biaya perjalanan dinasnya, 

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN 

BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS 



NIP . 

Mengetahui/Menyetujui: 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, 

2. Jumlah uang tersebut pada angka .· 1 di atas 
pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan 
kelebihan atas pembayaran, kami bersedia 
ke Kas Daerah. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan 
sebagaimana mestinya. 

Uraian No 

berdasarkan Surat Perjalanan Togas (SPT) Nomor tanggal ;.: , cl~nga.ri inL 
kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: · 

1. Biaya transport clan/ atau biaya • penginapan 
diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi: 

. . . . . . . . , Jabatan 

. . . 
Nama 
NIP 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

DAFTAR PENGELUARAN RIIL 

LAMPIRAN VIII 
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NOMOR TAHUN •. .· . . . . . . .. . ·• .· .· .. ··· .... · .... · .···.· 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR.NOMOR7TAHUN2019 
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGAR.AN PENDAPA.TAN DAN . .> 
BELANJA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT 


